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Abstract 
 
A budget deficit is a situation where regional expenditure exceeds regional revenue. A budget 
deficit is a challenge in regional financial management, reflecting a violation of regional 
financial principles. This study aims to analyze the factors causing the budget deficit in Majene 
Regency and the efforts made by the Majene Regency Government to overcome the budget 
deficit. This study uses an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. 
The results show that the factors causing the budget deficit in Majene Regency include regional 
expenditure exceeding regional revenue, low regional original revenue (PAD), high employee 
expenditure burden, overly optimistic budget planning, and weak internal oversight in the 
implementation of the Regional Budget (APBD). Meanwhile, efforts made by the Regional 
Government to overcome the budget deficit include optimizing regional original revenue (PAD) 
sources through taxes and levies, developing the tourism sector, spending efficiency by 
prioritizing priority programs that directly affect the interests of the community, and 
strengthening regional financial governance based on the principles of transparency, 
accountability, effectiveness, and efficiency in accordance with statutory provisions. 
Keywords: budget deficit, good governance, regional financial management 
 

Abstrak 
 

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit 
anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang 
mencermikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian 
ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di 
Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, 
pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan 
anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. 
Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran 
diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, 
pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas 
yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan 
daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kata Kunci: defisit anggaran,  good governance, pengelolaan keuangan daerah
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I. PENDAHULUAN 

Pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan ini dibentuk 

dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta 

pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

yang berdampak pada perubahan struktur keuangan sehingga pemerintah 

daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya untuk kesejahteraan 

rakyatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini menjadi 

momentum bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam 

mengelola daerahnya dimana salah satunya adalah pengelolaan keuangan 

daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis efisien 

dan efektif serta sesuai dengan prinsip good goovernance untuk menciptakan 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.1 

Pemerintah daerah yang juga mempunyai mandat dalam mengelola 

keuangan daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003, keuangan daerah disebut juga sebagai hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan 

daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap 

kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik 

sesuai dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

                                                
1 Sufyan Amirullah, Sri Amalia Edy, Sari Fatimah Mus. “Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Sebuah Kajian Fenomenologi TerHadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene.” Jurnal Akuntansi 
dan Keuangan. Vol.5, No 1 (Januari 2024): 6. 
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dan pengawasan keuangan daerah.2  

Defisit anggaran adalah seilisih antara peineirimaan peimeirintah deingan 

peingeiluaran peimeirintah. De ifisit anggaran teirjadi apabila peingeiluaran 

peimeirintah leibih beisar daripada peineirimaan peimeirintah, dalam hal ini 

peingeiluaran rutin leibih beisar dari tabungan yang dimiliki pe imeirintah. 

Peimeirintah meimiliki dua cara untuk me imbiayai deifisit anggaran, peirtama 

peimeirintah meinaikkan peineirimaan peime irintah atau cara keidua peimeirintah 

meilakukan pinjaman luar ne igeiri. Se ilain keidua cara te irseibut peimeirintah 

seibeinarnya juga dapat meilakukan peinceitakan uang baru untuk meimbiayai 

deifisit anggaran, teitapi peinceitakan uang baru yang tidak te irke indali dapat 

meinyeibabkan inflasi.3  

Faktor yang meinyeibabkan deifisit di suatu daeirah salah satu diantaranya 

adalah daya beili masyarakat reindah, reindahnya daya beili masyarakat 

teirhadap produk maupun jasa untuk ke ibutuhan seihari-hari dapat meimicu 

teirjadinya deifisit anggaran. Misalnya peimbeilian seimbako, BBM, transportasi, 

listrik, yang tidak beigitu banyak peimasukan. Keiadaan ini meimbuat 

peimeirintah harus meimbeirikan subsidi teirhadap beirbagai keibutuhan agar 

masyarakat beirpeinghasilan reindah dapat meimbeili keibutuhan teirseibut.  

Dampak defisit anggaran diantaranya tingkat inflasi, keiadaan deifisit 

dapat dilihat dari keiceindeirungan naiknya harga keibutuhan pokok atau inflasi. 

Hal ini dapat teirjadi keitika peimeirintah meilakukan peingeiluaran untuk 

program jangka panjang yang be ilum meinghasilka, tingkat suku bunga 

ditandai deingan kurangnya peingeiluaran kareina peineirimaan yang leibih 

seidikit. Untuk meimeinuhi keibutuhan masyarakat, peimeirintah harus 

meinambah modal. Konsumsi dan tabungan dengan keadaan inflasi mampu 

mengurangi pendapatan riil masyarakat hal ini membuat masyarakat 

mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan padahal peran penting tabungan 

adalah untuk mendorong investasi. Pengangguran, penurunan tingkat inflasi 

                                                
2 Siska Yulia Defitri. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah”. Vol.3 No.1 
(Februari 2018): 64-65. 

3 Muhammad Bahrul Ulum, Ayu Geby Gisela Syaputri. “Implikasi Pendapatan Daerah 
Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Keseimbangan Anggaran di Provinsi 
Sumatera Selatan.” Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 12 No.2 (Maret 2023): 280. 
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berdampak pada peningkatan pengangguran. Suku bunga meningkat dan 

penurunan investasi membuat proyek berhenti dimana sebuah proyek 

memiliki banyak pekerja yang harus dikurangi.4 

 Keterkaitan dalam hal terjadinya defisit, pemerintah daerah yang 

semestinya harus bertanggung jawab penuh dengan hal tersebut, bahkan dalam 

hal sebab terjadinya defisit sudah semestinya kita sebagai masyarakat 

seharusnya mengetahui sebenarnya dengan sebab mengapa defisit anggaran itu 

terjadi dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi hal 

defisit tersebut yang sangat merugikan kelangsungan perekonomian daerah. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa defisit 

merupakan salah satu hal utama yang sangat berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan daerah, juga termasuk kedalam bagaiamana prinsip-psinsip 

pemerintahan yang baik diantaranya ialah dengan adanya prinsip akuntabilitas, 

transparansi atau keterbukaan efisiensi dan efektivitas sehingga perlu kita 

mempertanyakan apakah faktor yang menyebabkan defisit anggaran serta 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten majene dalam 

mengelola keuangan daerah untuk mengatasi terjadinya defsit anggaran. Defisit 

anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dibiarkan terjadi 

secara berulang karena selain mengganggu kemampuan fiskal termasuk 

melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan  daerah yang baik dan sehat. 

 

II. METODOLOGI iPENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian 

hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini disesuaikan dengan rumusan 

masalah yang diajukan, dengan latar belakang masalah faktor-faktor penyebab  

defisit anggaran dan upaya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene. 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan perundang-

undangan dengan menelaah undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual pendekatan yang beranjak dari 

                                                
4 Anwar S. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 74-75. 
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undang-undang dan dokrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Pendekatan sosiologis hukum jenis pendekatan mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, serta dokumentasi. Observasi yaitu teknik analisis data untuk 

mengamati tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pengamatan secara 

langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Wawancara yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan 

narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan 

pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban terkait obek penelitian. 

Dokumentasi yaitu metode mengkaji dan mengolah data dan dokumen yang ada 

serta mendukung data penelitian dokumentasi dalam hal ini foto-foto pada saat 

penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan dengan cara melakukan wawancara (interview) dengan narasumber di 

lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup buku-buku 

hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang ada di lapangan terkait 

objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan 

hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara  Republik 

Indonesia tahun 1945, undang-undang yang berkaitan dengan hukum tata 

negara. Teknik analisis data, data yang diperoleh dari data primer dan data 

sekunder diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang diajukan 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas selanjutnya data disajikan 

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan penelitian. 

Lokasi penelitian  berdasarkan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara maka tempat penelitian ini 

dilakukan di Kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten 

Majene. 
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III. ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN 

MAJENE 

A. Defisit Anggaran 

Deifisit anggaran adalah seilisih antara peineirimaan deingan peinge iluaran 

peimeirintah, deifisit anggaran teirjadi apabila peingeiluaran peimeirintah leibih 

beisar di bandingkan deingan peineirimaan peimeirintah. Beibeirapa faktor dapat 

meimpeingaruhi keiadaan keiuangan suatu daeirah, di antaranya daya beili 

masyarakat reindah. Reindahnya daya beili masyarakat teirhadap produk maupun 

jasa untuk keibutuhan seihari-hari dapat meimicu teirjadinya deifisit anggaran, 

contohnya peimbeilian seimbako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak be igitu 

banyak peimasukan. Keiadaan ini meimbuat peimeirintah daeirah harus 

meimbeirikan subsidi teirhadap beirbagai keibutuhan agar masyarakat 

beirpeinghasilan reindah dapat meimbeili keibutuhan teirseibut. Apabila teirjadi 

deipreisiasi mata uang rupiah maka utang Indone isia seimakin beisar.5 

Dalam jangka peindeik, deifisit anggaran dapat dikeilola deingan cara be irutang 

atau meinceitak uang tambahan, teitapi apabila deifisit di biarkan teirus beirlanjut 

tanpa strateigi peinge ilolaan yang baik hal ini dapat me inyeibabkan dampak 

neigatif teirhadap peireikonomian seipeirti meiningkatnya utang neigara, inflasi, 

dan meileimahnya nilai tukar mata uang. Be ibeirapa faktor utama peinyeibab 

deifisit anggaran di antaranya peindapatan daeirah yang tidak meincukupi, 

peindapatan daeirah beirasal dari beirbagai sumbeir seipeirti pajak daeirah, 

reitribusi daeirah, dan ke iuntungan yang beirasal dari Badan Usaha Milik Dae irah 

(BUMD) apabila peindapatan teirseibut tidak cukup untuk meinutupi beilanja 

peimeirintah deifisit anggaran dapat teirjadi, beibeirapa peinyeibab re indahnya 

peindapatan suatu daeirah diantaranya daya beili masyarakat meinurun 

meinyeibabkan peinurunan peineirimaan pajak, leimahnya aktivitas eikonomi yang 

meingakibatkan beirkurangnya peindapatan dari pajak peirusahaan dan pajak 

peinghasilan, krisis global yang dapat meinghambat inveistasi dan peirdagangan, 

peingeiluaran peimeirintah yang beirle ibihan. Peingeiluaran yang le ibih beisar 

                                                
5 Sadat Anwar. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. (Depok Deepublish Publisher 

2022),19. 
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dibandingkan peimasukan meirupakan peinyeibab utama deifisit anggaran. 

Beibeirapa faktor yang beirkontribusi teirhadap peingeiluaran beirleibih meiliputi 

subsidi yang beisar, seipeirti subsidi bahan bakar dan pangan yang dapat 

meimbeibani daeirah, inveistasi infrastruktur yang tinggi yang me imbutuhkan 

biaya beisar dalam jangka peindeik, peimbiayaan progran keiseijahteiraan sosial 

seipeirti bantuan sosial dan layanan ke iseihatan gratis.6 Nilai tukar mata uang 

yang leimah, jika mata uang domeistik meingalami deipreisiasi teirhadap mata 

uang asing maka beiban peimbayaran utang luar neigeiri me iningkat, seilain itu, 

biaya impor barang dan bahan baku akan leibih mahal seihingga peimeirintah 

peirlu meingalokasikan anggaran tambahan untuk meingatasi dampak dari 

keinaikan harga barang. Inflasi yang tinggi, inflasi meinyeibabkan harga barang 

dan jasa meinigkat yang beirdampak pada beirtambahnya biaya opeirasioal 

peimeirintah teirmasuk gaji peigawai neige iri dan beilanja infrastuktur, peinurunan 

daya beili masyarakat yang be irakibat pada beirkurangnya peineirimaan pajak, 

meiningkatnya keibutuhan subsidi, untuk meinjaga harga barang te itap stabil. 

Krisis eikonomi dan faktor e iksteirnal, krisis eikonomi global, beincana alam, atau 

pandeimi dapat meimpeingaruhi kondisi eikonomi suatu neigara dampak dari 

faktor ini meiliputi peinurunan peineirimaan pajak akibat meileimahnya eikonomi 

domeistik, meiningkatnya peingeiluaran untuk bantuan sosial dan pe imulihan 

eikonomi, fluktuasi harga komoditas, yang dapat meimpeingaruhi peindapatan 

neigara dari seiktor peirtambangan dan eineirgi. Keibijakan fiskal yang kurang 

eifeiktif, keibijakan fiskal yang tidak te ipat atau kurang eife iktif dalam 

peingeilolaannya juga dapat meinyeibabkan deifisit anggaran, misalnya kurangnya 

peingawasan dalam peingeilolaan utang seihingga utang neigara teirus meiningkat, 

korupsi dan peimborosan anggaran yang meinyeibabkan dana neigara tidak 

digunakan seicara optimal.7 

 

 

 

                                                

6 Laudya Tisara “Faktor-faktor Pemicu Defisit Anggaran Bagaimana Cara 
Mengatasinya”. 13 Agustus 2025. https://www.beiritasatu.com/eikonomi/2878039/ 

7 Ibid., 3. 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/2878039/
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B. Keuangan Daerah 

1. Pengertian Keuangan Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keiuangan daeirah adalah 

seimua hak dan keiwajiban daeirah yang dapat dinilai deingan uang dan 

seigala seisuatu beirupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik dae irah 

yang beirhubungan deingan peilaksanaan hak dan keiwajiban teirseibut. 

Seidangkan seisuai deingan Peiraturan Peimeirintah Nomor 58 Tahun 2005, 

keiuangan daeirah ialah seimua hak dan keiwajiban daeirah dalam rangka 

peinyeileinggaraan daeirah yang dapat dinilai deingan uang teirmasuk 

didalamnya seigala be intuk keikayaan yang yang be irhubungan deingan hak 

dan keiwajiban daeirah te irseibut. Tujuan diaturnya keiungan daeirah oleih 

peimeirintah daeirah untuk meiningkatkan eifeiktivitas dan eifisieinsi dalam 

peingeilolaan sumbeir daya keiuangan daeirah, meiningkatkan keiseijahteiraan 

daeirah, dan meingoptimalkan peilayanan keipada masyarakat.8 

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Ruang lingkup Ruang lingkup ke iuangan daeirah seibagaimana dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain, keiwe inangan 

daeirah untuk meimungut pajak dan reitribusi daeirah seirta meilakukan 

pinjaman daeirah, keiwajiban daeirah untuk dari pihak keitiga, 

peineirimaan daeirah, peingeiluaran daeirah, keikayaan dae irah yang 

dikeilola seindiri atau pihak lain beirupa uang, surat be irharga, piutang, 

barang, seirta hak- hak lain yang dapat dinilai de ingan uang teirnasuk 

keikayaan yang dipisahkan, ke ikayaan pihak lain yang dikuasai ole ih 

peimeirintah daeirah dalam rangka peinyeileinggaraan tugas peimeirintahan 

daeirah atau keipeintingan umum. 

3. Prinsip-Prunsip Keuangan Daerah  

Berikut beberapa prinsip dalam keuangan daerah : 

a. Akuntabilitas peingambilan suatu keiputusan seisuai deingan 

mandat yang diteirima. Keibijakan harus dapat di 

peirtanggungjawabkan. 

                                                
8 Indriani Resty, Neneng Dahtiah. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah.”  Jurnal Akuntansi. Vol.4 No. 3 (2023): 7. 
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b. Transparansi, keiteirbukaan peimeirintah dalam meimbuat 

keibijakan keiuangan daeirah seihungga dapat diawasi oleih 

DPRD seirta masyarakat. 

c. Kejujuran, dalam peingeilolaannya keiuangan publik harus 

dipeircayakan keipada masyarakat ke ipada peingeilola yang 

meimiliki keijujuran seirta inteigritas tinggi. 

d. Value for money, dalam peingeilolaan keiuangan daeirah dan 

anggaran daeirah meimpeirhatikan eikonomis, eife iktivitas, dan 

eifisieinsi. 

e. Pengendalian, dilakukan monitoring te irhadap peineirimaan 

maupun peingeiluaran APBD.9 

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan 

taat pada peraturan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban 

publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran tersebut. 

Transparansi, bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. Value for money, berarti didetapkannya 

prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu, efisiensi berarti bahwa 

penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang 

maksimal, efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut 

harus mencapai target atau tujuan publik.10 

4. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah  

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah umumnya hubungan 

                                                

9 Fransisca Dyah Anggraeni. Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. (PT Sonpedia 
Publishing Indonesia),1-2  

10 Safriani A. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. 
Vol.4 No. 1 (2023): 5. 
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keuangan antar pemerintah. Pelimpahan tugas kepada pemerintah 

daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. 

Apabila desentralisasinya rendah, maka pemerintah pusat memegang 

kendali utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah. Sebaliknya apabila tingkat desentralisasinya tinggi, maka 

pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh dalam perencanaan 

dan penganggaran pembangunan di daerah. Perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan 

pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta 

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, 

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta 

tatacara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan 

pengawasan keuangannya. Suatu daerah dapat dikatakan mampu 

melaksanakan otonomi apabila memiliki kemampuan keuangan daerah, 

yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah.11 

5. Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran di Kabupaten 

Majene 

  Defisit anggaran yang terjadi secara berulang di Kabupaten Majene 

merupakan permasalahan keuangan daerah yang tidak hanya berdampak 

pada program pembangunan tetapi juga memiliki implikasi hukum apabila 

tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor 

penyebab terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Majene peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber 

tersebut yaitu pejabat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepala 

                                                
11 Huda N. Hukum Pemerintah Daerah. (Bandung: Nusa Media, 2019) 16-17. 
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Bidang Akuntansi serta Kepala Sub. Bidang Angggaran dan Analisis 

Kebutuhan Kabupaten Majene. Hasil wawancara kemudian di analisis dan 

di hubungkan dengan teori yang di uraikan pada tinjauan pustaka serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara dengan narasumber, 

ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya defisit 

anggaran. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahayuddin 

selaku Kepala Bidang Akuntansi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kabupaten Majene terkait faktor-faktor penyebab defisit 

anggaran di Kabupaten Majene. “Sejauh ini penyebab defisit anggaran di 

Kabupaten Majene berasal dari beberapa faktor di antaranya besarnya 

belanja yang bersumber dari PAD lebih besar daripada penerimaan yang 

bersumber di PAD, jumlah pendapatan transfer nominalnya di tentukan 

oleh pusat, daerah terlalu optimis dalam membuat beberapa rencana 

proyek tanpa memperkirakan jumlah transfer yang diberikan oleh pusat 

sehingga ketika terjadi keterlambatan atau pengurangan dana transfer kas 

daerah langsung terganggu akhirnya tidak terealisasi dan memicu defisit 

anggaran, kurangnya evaluasi dan pengawasan internal terhadap kinerja 

anggaran terutama dari sisi efisiensi dan efektivitas belum optimal hal ini 

berdampak pada lemahnya kontrol terhadap ketidaksesuaian anggaran. 

Retribusi daerah terbesar Kabupaten Majene berasal dari pelayanan dinas 

kesehatan.”  

  Hasil wawancara dengan Bapak M. Ikhwan Harbid selaku Kepala Sub. 

Bidang Anggaran dan Analisis Kebutuhan Kantor Dinas Badan Keuangan 

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene. “Faktor penyebab defisit 

anggaran di Kabupaten Majene di antaranya jumlah pendapatan PAD 

masih kecil itu yang menjadi faktor utamanya, pemerintah daerah juga 

kurang optimal dalam mengelola pendapatan yang dapat bersumber dari 

PAD misalnya mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten 

Majene, perencanaan anggaran yang tidak ralistis beberapa program dan 

kegiatan yang di anggarkan tidak memperhitungkan potensi realisasi 

pendapatan hal ini mengakibatkan belanja dirancang lebih tinggi dari 
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kemampuan keuangan yang tersedia, tidak seimbangnya antara 

pendapatan daerah dengan belanja daerah apalagi beban belanja pegawai 

sangat tinggi.”  

 

Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori Hukum 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 tentang Keuangan 

Negara menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab, ketika pemerintah daerah menyusun anggaran dengan 

asumsi pendapatan PAD atau transfer pusat yang terlalu optimis tanpa 

memperhitungkan potensi realisasi, hal ini melanggar prinsip disiplin dan 

realistis dalam penganggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa belanja daerah harus didasarkan pada 

kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah, 

ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja terutama belanja 

pegawai yang terlalu tinggi mengindikasikan pelanggaran prinsip 

kesesuaian antara rencana belanja dan kapasitas fiskal. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 mengatur bahwa setiap pejabat pengelola 

keuangan negara/daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, lemahnya kontrol terhadap 

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berarti fungsi pengawasan 

internal tidak dijalankan dengan baik. 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan termasuk hak 

menetapkan APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah pasal 285 menegaskan bahwa pemerintah daerah 

harus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara maksimal 

sesuai potensi daerahnya, tidak optimalnya pengembangan sektor 

unggulan contohnya pariwisata dan retribusi kesehatan bertentangan 

dengan kewajiban daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Defisit 

anggaran dalam sistem keuangan negara merupakan hal yang diatur 

secara legal, sepanjang berada dalam batas dan prosedur yang di tetapkan 
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oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi defisit, wajib di 

biayai dengan pembiayaan yang sah dan tidak melebihi batas ketentuan 

hukum terutama terkait asas transparansi, akuntabilitas, disiplin 

anggaran, dan efisiensi.  

Dengan demikian, praktik pengelolaan anggaran seperti yang terjadi di 

Kabupaten Majene tidak hanya berpotensi memicu defisit, tetapi juga 

bertentangan dengan aturan undang-undang yang mewajibkan 

pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mempertanggungjawabkan APBD secara disiplin, realistis, transparan, 

dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data di atas 

penyebab defisit anggaran Kabupaten Majene yang berasal dari 

kelemahan internal seperti inspektorat daerah menunjukkan  adanya  

indikasi  keterbatasan  kapasitas kelembagaan, ketergantungan pada 

eksternal (pemerintah pusat), perencanaan fiskal yang melanggar prinsip 

kehati-hatian, serta pelanggaran terhadap asas efisiensi dan efektivitas 

keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya pengelolaan defisit tidak hanya 

berbasis pada kebijakan fiskal tetapi juga harus sesuai dengan prinsip 

legalitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam 

regulasi keuangan daerah. 

 

IV. UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI 

KABUPATEN MAJENE 

A. Pengelolaan Keuangan Daerah  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020, Pengelolaan Keuangan Daerah ialah pejabat yang mengelola 

keuangan daerah yang secara keseluruhan melaksanakan kegiatan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas 
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dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan infomasi, aliran 

data, penggunaan dan penyajian dokumen secara elektronik.12 

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 2 

disebutkan tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. Hak daerah ialah melakukan pinjaman, memungut pajak/retribusi 

b. Kewajiban daerah ialah menyelenggarakan urusan pemerintah 

daerah, membayar tagihan kepada pihak ketiga\ 

c. Pengeluaran daerah  

d. Penerimaan daerah 

e. Pemerintah mengelola sendiri kekayaannya atau bisa diolah oleh 

pihak lain yang berupa uang, barang, piutang, dan hak lain yang 

dapat diuangkan termasuk kekayaan yang terpisah dari perusahaan 

daerah. Hak atau kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah 

daerah dalam hal menyelenggarakan tugas pemerintah daerah atau 

kepentingan umum.13  

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang 

didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses 

pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan atau penyusunan 

APBD. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintah dan kemampuan dana yang diperoleh dari pendapatan asli 

daerah. Dalam menyusun APBD harus berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan pengelolaan 

pendapatan daerah, setiap komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan 

perlu dilihat dari kapasitas daerah yaitu beberapa realisasi dan 

kontribusinya setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

                                                
12 Andi Megawati. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis 

Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Skripsi. 
Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Universitas Jambi, 2022): 18. 

13 Hendra Karianga. Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. (Jakarta: 
Kencana, 2013), 3. 
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gambaran kemampuan keuangan daerah selama ini. Untuk melakukan 

evaluasi tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian 

sasaran setiap program pembangunan yang telah ditetapkan untuk suatu 

periode tahun anggaran yang bersangkutan.14 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pe ingeilolaan keiuangan 

daeirah adalah peirtanggungjawaban peimeirintah daeirah beirkeinaan 

deingan peingeilolaan ke iuangan daeirah keipada publik seicara te irbuka dan 

jujur meilalui meidia beirupa peinyajian laporan keiuangan yang dapat 

diakseis oleih beirbagai pihak yang beirkeipeintingan bahwa publik beirhak 

meingeitahui informasi teirseibut. Transparansi peingeilolaan keiuangan 

daeirah pada akhirnya akan me inciptakan horizontal accountability 

antara pe imeirintah daeirah deingan masyarakat seihingga te ircipta 

peimeirintah daeirah yang beirsih, eifeiktif, eifisiein, akuntabeil, dan reisponsif 

teirhadap aspirasi dan keipeintingan masyarakat.15 

Akuntabilitas keiuangan daeirah adalah keiwajiban peimeirintah 

daeirah untuk meimbeirikan peirtanggungjawaban, meinyajikan, 

meilaporkan, dan meingungkapkan seigala aktivitas dan keigiatan yang 

teirkait deingan peineirimaan dan peinggunaan uang publik ke ipada pihak 

yang meimilik hak dan keiweinangan untuk meiminta 

peirtanggungjawaban teirseibut (DPRD dan masyarakat luas). Me inurut 

Keiputusan Preisidein (Keipreis) No 74 tahun 2001 teintang tata cara 

peingawasan peinyeileinggaraan peimeirintah daeirah, pasal 1 ayat 6 

meinyeibutkan bahwa peingawasan peimeirintah daeirah adalah proseis 

keigiatan yang ditujukan untuk me injamin agar peimeirintah daeirah 

beirjalan seisuai deingan reincana keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku.16 

                                                
14 Amni Zarkasyi Rahman, Feri Lintang Saputra. “Efisiensi dan Efektivitas Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap.” Jurnal Humanika Vol. 22 No 2 (2022): 24. 
15 Andreas Putranta Sitepu. Transparansi Pengeloaan Keuangan Daerah. (Jakarta: Azka 

Pustaka, 2022), 3-4. 
16 Fredo TSP Hasugian. “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Value for Money Kejujuran 

dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.” Jurnal Akuntansi. Vol.6 No.2 
(2022): 177. 
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B. Good Governance 

Istilah good goveirnancei seicara eitimologi yaitu peingeilolaan yang 

baik atau peinyeileinggaraan yang baik, tata peimeirintahan yang baik, beirsih, 

teiratur, dan beirwibawa. Peimeirintahan harus dijalankan de ingan 

akuntabilitas, transparansi, te irbuka, meineirima peirbeidaan dan kontrol 

masyarakat, seirta rulei of law yang diteigakkan seicara eiksklusif. Konseip 

peimeirintahan yang baik (good gove irnancei) dapat teirwujud, jika 

peimeirintahan diseileinggarakan deingan transparan, reisponsif, partisipatif, 

taat pada keiteintuan hukum (rulei of law). Apabila keiadaan peimeirintah 

teilah teirtata, teiratur, te irtib, beirsih, baik, maka beirarti peime irintah 

meimiliki tata keilola yang baik.17 

1. Prinsip-Prinsip Good Governance 

a. Partisipasi masyarakat meimiliki hak untuk meinyampaikan 

peindapat, beirusara dalam proseis peirumusan keibijakan publik baik 

seicara langsung maupun tidak langsung. 

b. Transparansi peinyeidiaan informasi teintang peimeirintahan bagi 

publik dan keimudahan dalam meimpeirole ih informasi yang kuat 

akan meimadai. 

c. Penegakan hukum hukum dibeirlakukan bagi siapapun tanpa 

peingeicualian hak asasi manusia dilindungi, sambil te itap 

meimpeirhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

d. Kesetaraan adanya peiluang yang sama bagi seitiap anggota 

masyarakat untuk beiraktivitas. 

e. Akuntabilitas peirtanggungjawaban para peineintu keibijakan keipada 

masyarakat. 

f. Efektivitas dan efisiensi terselenggaranya kegiatan instansi publik 

deingan meinggunakan sumbeir daya yang teirseidia seicara optimal 

dan beirtanggungjawab. 

g. Daya tanggap peikanya para peingeilola instansi publik teirhadap 

                                                
17 A. Junaedi Karso. “Good Governance”. (Yogyakarta: Samudera Biru, 2023), 18.19. 
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aspirasi masyarakat. 

h. Pengawasan publik teirlibatnya masyarakat dalam meingkontrol 

keigiatan peime irintah. 

i. Profesionalisme tingginya keimampuan dan moral para peigawai 

instansi peimeirintah.18 

2. Tujuan dan Manfaat Good Governance 

Peineirapan prinsip good gove irnancei seicara optimal mampu 

meiningkatkan kineirja peimeirintahan. Tujuan good gove irnancei adalah 

peineirapan sisteim tata keilola peimeirintahan yang baik yang diharapkan 

dapat meiningkatkan nilai tambah bagi se imua pihak dalam jangka 

panjang dan dapat meilindungi keiseijahteiraan masyarakat. 

Peimeirintahan meinjalankan tugasnya deingan baik, keigiatan 

peimeirintahan dilakukan deingan transparan.  

Deingan me ilaksanakan prinsip good goveirnancei ada beibeirapa 

manfaat yang akan dipeiroleih antara lain yaitu : 

a. Meningkatkan kineirja peimeirintahan suatu peimeirintahan yang 

dikeilola deingan baik dan dalam kondisi peimeirintahan yang seihat 

akan meinarik simpati masyarakat untuk ikut ssrta maupun ikut 

beirpeiran aktif dan beirpartisipasi pada keigiatan peimeirintahan. 

b. Memperbaiki citra peimeirintahan citra peimeirintahan meirupakan 

faktor peinting yang sangat eirat kaitannya deingan kineirja dan 

keibeiradaan peimeirintah di masyarakat dan lingkungannya. 

c. Meminimalkan agency cost biaya yang timbul akibat pendelegasian 

wewenanang.19 

3. Upaya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene 

Peiraturan Daeirah Kabupatein Majeinei Nomor 7 Tahun 2021 teintang 

Peingeilolaan Keiuangan Daeirah dalam peiraturan daeirah ini diatur teintang 

keiuangan daeirah meiliputi hak peimeirintah daeirah untuk meimungut pajak 

daeirah dan reitribusi daeirah seirta meilakukan pinjaman, keiwajiban 

                                                
18Agus Dwiyanto. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 80. 
19 Maya Sari. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. (Umsu Press, 2024), 19. 
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peimeirintah daeirah untuk meinyeileinggarakan urusan peimeirintahan 

daeirah dan meimbayar tagihan pihak ke itiga, peineirimaan daeirah, 

peingeiluaran daeirah, keikayaan dae irah yang dikeilola seindiri atau oleih pihak 

lain beirupa uang, surat beirharga, piutang, barang, seirta hak lain yang dapat 

dinilai deingan uang, teirmasuk keikayaan daeirah yang dipisahkan, dan atau 

keikayaan pihak lain yang dikuasai ole ih peimeirintah daeirah dalam rangka 

peinyeileinggaraan tugas peimeirintah daeirah dan atau keipeintingan umum.20 

Beirdasarkan hasil analisis data dan wawancara de ingan narasumbeir 

dari Badan Keiuangan dan Aseit Daeirah (BKAD) Kabupatein Majeinei, 

diteimukan di jeilaskan upaya peingeilolaan keiuangan daeirah yang di lakukan 

oleih Peimeirintah Kabupatein Majeinei dalam meingatasi deifisit anggaran. 

Adapun hasil wawancara pe inulis deingan narasumbeir Bapak Mahayuddin 

seilaku Keipala Bidang Akuntansi Badan Ke iuangan dan Aseit Dae irah (BKAD) 

Kabupatein Majeinei teirkait upaya peingeilolaan keiuangan daeirah yang di 

lakukan oleih Peimeirintah Kabupatein Majeinei dalam meingatasi deifisit 

anggaran.” Upaya yang dilakukan oleih Peimeirintah Daeirah Kabupatein 

Majeinei dalam me ingatasi deifisit anggaran di antaranya de ingan cara 

peimeirintah daeirah beirfokus pada peiningkatan peindapatan asli daeirah 

(PAD) deingan cara meiningkatkan pajak daeirah, peimungutan reitribusi 

daeirah dan pariwisata seilain itu juga meingutamakan program yang beirsifat 

prioritas dan meinyeintuh langsung keipeintingan masyarakat.” Berdasarkan 

naarusember kedua Bapak M. Ikhwan Harbid seilaku Keipala Bidang 

Anggaran Peindapatan dan Analisis Keibutuhan meinjeilaskan upaya 

peingeilolaan keiuangan daeirah yang dilakukan oleih Peimeirintah Kabupatein 

Majeinei dalam me ingatai deifisit anggaran. “Peimeirintah Daeirah Kabupatein 

Majeinei meingatasi deifisit anggaran deingan cara peindapatan asli daeirah 

(PAD) di teikankan ya, kunci nya itu di pe indapatan asli daeirah, peimeirintah 

daeirah beirinovasi bagaimana caranya untuk me iningkatkan PAD seilain itu 

peimeirintah daeirah juga meilakukan eivaluasi beilanja rutin dan beilanja 

peigawai agar tidak meimbeibani APBD.”  

                                                
20  Kabupaten  Majene  wikipedia. 2 Agustus 2025. https://id.wikipeidia.org/wiki/Kabupa

tein_Majeinei. 
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Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori Hukum 

Seicara yuridis, peiningkatan peindapatan asli daeirah (PAD) meilalui 

pajak, reitribusi, dan pariwisata se ijalan deingan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 teintang pajak daeirah dan reitribusi daeirah yang meimbeirikan 

keiweinangan bagi peimeirintah daeirah untuk meineitapkan objeik dan tarif 

pajak atau reitribusi meilalui Peiraturan Daeirah (Peirda), apabila peime irintah 

daeirah meilakukan pungutan di luar ke iweinangan atau meinaikkan tarif 

tanpa dasar hukum (Peirda) hal teirseibut dapat me ilanggar undang-undang. 

Seisuai deingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teintang Keiuangan 

Neigara yang me ingatur agar anggaran neigara/daeirah di susun beirdasarkan 

asas akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teintang 

Keiuangan Neigara pasal 12 ayat (3) meingatur bahwa deifisit anggaran harus 

ditutup deingan peimbiayaan yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 te intang Peime irintah Dae irah me ineigaskan peintingnya transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam peingeilolaan keiuangan daeirah. 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 12 Tahun 2019 teintang Peingeilolaan 

Keiuangan Daeirah yang meiwajibkan peinyusunan APBD beirdasarkan 

prinsip eifeiktivitas, eifisieinsi dan skala prioritas apabila alokasi beilanja 

masih leibih banyak di gunakan untuk program non prioritas, maka hal 

teirse ibut beirteintangan deingan asas peingeilolaan keiuangan daeirah yang 

diatur dalam pasal 3 Peiraturan Peimeirintah Nomor 12 Tahun 2019 teintang 

Peingeilolaan Keiuangan Dae irah. Seisuai deingan prinsip disiplin anggaran 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teintang Keiuangan Neigara 

meineikankan peintingnya meineikan peimborosan beilanja agar tidak 

meimbeibani APBD apabila beilanja peigawai teitap meindominasi APBD dan 

tidak diimbangi deingan beilanja publik yang produktif maka hal teirseibut 

meilanggar prinsip valuei for moneiy.  

Seicara teiori apabila di tinjau beirdasarkan teiori good gove irnancei upaya 

peimeirintah daeirah eivaluasi beilanja adalah beintuk peineirapan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, te itapi apabila beilanja peigawai masih dominan 
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maka prinsip eifisieinsi beilum seipeinuhnya teircapai. Peineikanan pada 

program produktif dan prioritas me inceirminkan prinsip valuei for moneiy 

(eikonomis, eifeiktif, dan eifisiein) teitapi dominasi beilanja peigawai yang tidak 

langsung meimbeirikan manfaat bagi masyarakat meinandakan peineirapan 

valuei for moneiy beilum optimal. Beirdasarkan hasil wawancara upaya yang 

di lakukan oleih Peimeirintah Kabupatein Majeinei dalam meingatasi deifisit 

anggaran deingan cara meineikankan PAD, meimprioritaskan program 

produktif yang meinyeintuh langsung keipeintingan masyarakat, seirta 

meilakukan eivaluasi beilanja rutin maupun beilanja peigawai. Upaya teirseibut 

seicara umum sudah seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teintang Keiuangan 

Neigara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang Peime irintah 

Daeirah, Peiraturan Peimeirintah Nomor 12 Tahun 2019 teintang Peingeilolaan 

Keiuangan Daeirah) seirta se isuai deingan teiori peingeilolaan keiuangan daeirah 

yaitu teiori good gove irnancei dan prinsip valuei for mone iy. Upaya yang di 

lakukan oleih peimeirintah daeirah dalam meingatasi deifisit anggaran yang 

meinjadi tantangan utama adalah kurang konsistein dalam 

peingimpleimeintasian. Peiningkatan peindapatan asli daeirah (PAD) meilalui 

seiktor pariwisata, optimalisasi pajak daeirah dan reitribusi eifisieinsi beilanja 

peigawai, seirta peinguatan peingawasan masih peirlu dijalankan leibih optimal 

agar deifisit tidak teirjadi seicara be irulang. Keibeirhasilan strateigi teirseibut 

beirgantung pada keibeiranian Peimeirintah Daeirah Kabupatein Majeinei 

dalam meilakukan inovasi peiningkatan peindapatan asli daeirah (PAD). 

 

V. SIMPULAN 

Faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene disebabkan oleh 

besarnya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah pendapatan 

asli daerah masih rendah tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat 

tingginya beban belanja pegawai kurangnya pengawasan internal seperti 

inspektorat daerah terhadap kinerja anggaran dari sisi efisiensi dan efektivitas 

serta belum optimalnya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah kabupaten majene dalam mengatasi 
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defisit anggaran pemerintah daerah berfokus pada peningkatan pendapatan asli 

daerah optimalisasi pajak daerah retribusi daerah dan sektor pariwisata 

melakukan evaluasi belanja rutin melakukan efisiensi anggaran dengan 

mengutamakan program yang bersifat prioritas dan menyentuh langsung 

kepentingan masyarakat.  Defisit anggaran tidak boleh dibiarkan secara terus 

menerus tanpa pengelolaan yang baik karena selain mengganggu kestabilan 

fiskal dan pembangunan dapat melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

daerah seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. 

Upaya hukum untuk me ingatasi faktor-faktor peinyeibab deifisit anggaran di 

Kabupatein Majeinei ditinjau pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

teintang Keiuangan Neigara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang 

Peimeirintahan Daeirah deingan cara meimbuat Peiraturan Daeirah (Peirda) untuk 

optimalisasi pajak daeirah, reitribusi daeirah, meindorong inveistasi pariwisata, 

UMKM, peirikanan, dan peirtanian, meiwajibkan peimeirintah daeirah meinyusun 

APBD beirbasis data proyeiksi peindapatan yang akurat, meimbatasi proporsi 

beilanja peigawai, meimpeirkuat peingawasan leimbaga inteirnal pe imeirintah daeirah 

seipeirti inspeiktorat daeirah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): 76-98 
 

97 
 

 

 

DAFTAR iPUSTAKA 

Artikel ijurnal 
Amirullah, Sufyan et al. “Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian 

Fenomenologi Terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene”. Jurnal 
Akuntansi dan Keuangan. Vol.5, No.1 (Januari 2024): 6. 

A, Safriani. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan 
Daerah”. Vol.4 No. 1 (2023): 5. 

Defitri, Siska Yulia. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keungan 
Pemerintrah Daerah”. Vol.3 No.1 (Februari 2018): 64-65. 

Hasugian, Fredo TSP. “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Value for Money 
Kejujuran dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah” 
Jurnal Akuntansi. Vol.6 No.2 (2022): 177. 

Resty, Indriani dan Dahtiah, Neneng. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No. 3 
(2023): 7. 

Ulum, Muhammad Bahrul dan Geby Gisela Syaputri, Ayu. “Implikasi Pendapatan 
Daerah Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Keseimbangan Anggaran di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Forum 
Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 12 No.2 (Maret 2023): 280. 

Zarkasyi Rahman, Amni dan Saputra, Feri Lintang. “Efisiensi dan Efektivitas 
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap”. Jurnal 
Humanika Vol. 22 No 2 (2022): 24. 

 
Buku 
Anwar S. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish, 2022. 
Sadat Anwar. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Depok: Deep Publisher, 

2022. 
Fransisca Dyah Anggraeni. Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. PT Sonpedia 

Publishing Indonesia. 
Huda N. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusa Media, 2019. 
Hendra Karianga. Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Jakarta: Kencana, 2013. 
Andreas Putranta Sitepu. Transparansi Pengeloaan Keuangan Daerah. Jakarta: 

Azka Pustaka, 2022. 
A. Junaedi Karso. “Good Governance”. Yogyakarta: Samudera Biru, 2023. 
Agus Dwiyanto. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021. 
Maya Sari. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. (Umsu Press, 

2024), 19. 
 
Peraturan iperundang-undangan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 



Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): 76-98 
 

98 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

 
Skripsi 
Andi Megawati. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis 

Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi 
Jambi. Skripsi. Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
(Universitas Jambi, 2022): 18. 

 
Internet 

Laudya Tisara “Faktor-faktor Pemicu Defisit Anggaran Bagaimana Cara 
Mengatasinya”. 13 Agustus 2025. Tersedia pada 
https:/www.beiritasatu.com/ekonomi/2878039/ 

Kabupaten Majene wikipedia. 2 Agustus 2025. Tersedia pada  

https://id.wikipeidia.org/wiki/Kabupaten Majene.  
 
 

http://www.beiritasatu.com/ekonomi/2878039/
https://id.wikipeidia.org/wiki/Kabupaten

